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PENDAHULUAN

A. Lutar llclnk:zng
Kemampuan dasir anak periu dipersiapkainsejok dini, bahkan sebelum
anak _mengenal dunia persekolahan, anak  perlu mendapatken.pelayanan

pendidikan. Pendidikan Anak Usia Dini { PAUD ) merupakan usaha penting

Internet (26 Desember 2004 ) mengatakan bahwa:

Keberhasilan pendidikan anak usia dini di sembilan negara yang memiliki

penduduk terbesar di dunia akan mempengaruhi tingkat muty pendidikan

anak di dunia. Kordisi di Indonesia memang  masih dalam  proses
perbaikan. Tahun 2000 dari 26.000.000 anak usia 0 = 6 tahun baru sekitar

4.400.000 atau 17 % yang sudah mendapatkan layanan program PAUD

melalui Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal, Kelompok Bermain,

Taman Belajar, Bina Keluarga Balita.

Rendahrya kualitas hasil pendidikan Juga berdampak terhadap rendahnya
kualitas sumber daya manusia ( SDM ) Indonesia. Rendahnya kualitas SDM
terlihat dari  kualitas lulusan pendidikan. Rendahnya kualitas hasil pendidikan
tentu tidak berdiri sendiri,melainkan terkait dengan kualitas siswa sebagai raw in
pu dari sistem pendidikan, Menurur hasil penelitian Balitbang Depdiknas ( 1999 )
di.duga bahwa tingginya angka mengulung di kelas awal SD ( kelas 1 ) sebesar
I3 % dan kelas 2 sebesar § % disebabkan oleh lemahnya pembiaan anak‘iaada
masa usia dinj,

Sampai sejauh mana pemerintah Indonesia mewujudkan pentingnya
pembinaan anak @sia_dini dapat dilihat_dari kebijaks_ana_an pemerintah yaitu

dengan landasan hukum yang terkait dengan pentingnya PAUD tersirat dalam




amandemen Undang Undang Dasar 1945 pasal 28 b ayat 2 yaitu negara menjamin
kelangsungan hidup, pengembangan dan perlindungan anak terhadap eksploitasi

dan kekerasan. Pemerintah juga telah merativikasi Konvensi Hak Anak melalui

Kepres Nomor 36 tahune 1990 vang mengandung kewajibun negara untuk

anak. St,cara Khusus
un |

pemenuhan hak

ikan nasxonal dan bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Berdasarkan Undang — Undang Rl No. 20 tahun 2003 tentang Sistem
m-ndidlkan Nasional pasal 28 mengatakan bahwa @
(1) Pendidikan Anak Usia Dini disclenggarakan schelum jenjang pendidikan
dasar.
(2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat disclenggarakan melalui jalur

pendidikan formal,non formal, dan atau in formai.

(3) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal berbentuk

Taman Kanak-kanak ( TK ), Raudatul Athfal ( RA ), dan bentuk lain yang
sederajat.

9(4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendtdlsan non formal berbentuk

Kelompok Bermain ( KB ), Taman Penitipan Anak ( TPA ), atau bentuk
lain yang sederajat.

(5) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan in formal berbentu
endidikan keluarga atau pendtd;kan yang diselenggarakan ol
lingkungan.

(6) Ketentuan mengenai Pendidikan Anak Usia Dini sebagalmana dlmaksud

pada ayat l). ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih dengan
Peratura intah.

Jari hal diatas dapat N 1 m am‘pm sk
sam p AsTAM :__;_:‘-. An pada_}a]ur e .;.'|I-. non

formal atau disebut juga jalur pendidika
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Untuk dapat mensukseskan semua ini diperlukan adanya dukungan dan
partisipasi semua pihak baik individu, masyarakat, pemerintah, organisasi sosial

kemasyarakatan dan lain-lain secara sinergi, lerencana dan berkelanjutan.Seperti

yang tertuang dalam UL Sisdiknas Jtahun 2002 Bab XV Bagian Kesatu

arakat dapat bclperan serta :,ebagai sumber pela
pensgpum hasil pendidikan,

Sejalan dengan diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi
crah yang  meletakkan  sektor pendidikan  scbagai  sulah  satu yangg

wlmononmamkan. dimana otoritas pengembangan pendidikan yang semula

berada dalam kekuasaan pemerintah pusat kini didelegasikan pada pemerintah
daerah, P;\UD sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional harus

: memposisikan dirinya. Jadi sangat tepat bila PAUD diposisikan dan dimulai dari b

keluarga, Pemberdaysanpun harus dimulai dari keluarga dan pada gilirannya

emberdayaan masyarakal, _
Pemberdayaan masyarakat merupakan tuntutan otonomi daerah sekaligus

%di Jawaban atas tantanpan globalisasi. Hal ini berarti bahwa PAUD har@
mene;

apkan azas otonomi daerah dimana pendidikan diselenggarakan oleh

keluarga, nasyara

at.dan pemerintah sebagai satu kesatuan yang sistemik, terbuka

lebih besar




dari pada pemerintah pusat. Pada pasal 9 juga dikatakan bahwa masyarakat
berperan serta Calam perencanaan, peugawésan, dan evaluasi program pend:Jikan.

Hal ini dapat diwujudkan melalui keterlibatannya dalam komite sekolah atau

dewan pendidikan yang sclanjutnya | No.20 tahun 2003

De npendldlkan sebagai lembaga mandiri dlbemuk

_dalam peningkatan rautu pelayanan pendidikan =
pertimbangan.arahan, dan dukungan tenaga , sarana. dan p sarang
serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, propinsi dan

kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis,
(3) Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan
berperan dalum peningkatan mutu pelayanan dan memberikan

w pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga ,sarana, dan prasarana
serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

> PAUD merupakan satu kesatuan dari sistem pendidikan untuk semua

( Education for All j yang dimunculkan dalam salah satu butir The Dakkar U

zhamewm-ﬁ Jor Education for All - yang menyatakan bahwa memperluas dan

emperbaiki keseluruban pernwatan dan pendidikan anak dini usia terutama bagi

ak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung.

Dalam Undang Und.ing Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003

.@kcmukakun pada Bab X1 Bagian 4 pasal 49 ayat | sampai 5 bahw&

anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBN . Namun kenyataan yang ada hal

a°1ya 4
pun masih

ini masih juah dari s diarapkan, Anggaran pendidikan 1nd

atau pelatihan.




Dari kondisi ini dapat kita lihat bahwa pendidikan di Indonesia khususnya

Pendidikan Untuk Semua ( PUS ) masih belum dapat terealisasi sebagaimana

yang dibarapkian, wolaupun berbogai usaha telab dilakukan baik melalui jalur

alam Buletin® PADU ( 2003, 4 ) mengatakan by

pelaksanaan PAUD menghadapi lima persoalan utama yaitu yang berken
p

*yx : (1) kensep pendidikan anak usia dini, (2) sistem regulasi dan kebijakan

‘ I gram, (3) tatanan sistem kelembagaan program dan ketenagaan, (4) kondisi

an upaya pemberdayaan masyarakat, serta (5) akses dan mutu layanan m
pendidikan anak usia dini. Penanganan anak akibat dari persoalan diatas pada

gilirannya akan mengakibatkan lemahnya kerjasama dan koordinasi dari berbagai u
Zpihak terkait yang diharapkan dapat membantu penyelenggaraan pendidikan b

berjalan sesuui dengan apa yang diharapkan. Keberpihakun puda masyarakal yany

9;11‘;1 chonomi Kurang mampu masih sangal rendah, padahal mereka juga

emiliki hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan.

.&imuk mengupayakan pelayanan pendidikan bagi anak usia dini, Sangg& |

Kegiatan Belajer ( SKB ) yang merupakan Unit Pelaksana Tehnis: Daerah

melalui keglatan yvang fer arana  permainan




bermakna. SKB Siatar yang berdiri sejak 1998 dan baru mulai melaksanakan
program PAUD pada wiun 1999, Dilingkungan SKB yuitu wilayah Kota

Pematangsiantar terdirt dari herﬁagai suku yang pada umumnya suku Batak

Simalungun dan Batak Tohe, dantingkat pendidikanmereka juga masih rata-rata

tamat ST dapamatit pencaharian penduduk pada umumnya witaswasta dan

s yaNrt'

untik ikut serta da

dagang. Dengan situast da

2itu juga halnya dengan Program Kelompok Bermain ya

v

angsiantar. Dalam aspek manajemen, berkenaan dengan keterbatasan

r pendanaan , SKB Siantar mengalami berbagai hambatan, Dana yang

ediakan oleh pemerintah sangat minim dan tidak cukup untuk menunjang
>ter!aksanany_a pendidikan. Disisi lain, kepedulian masyarakat cenderung rendah
untuk mendukung terlaksananya program ini. Hal ini dapat dirasakan antara lain :

_— (1) Pemahaman masyarakai terhadap program Kelompok Bermain masih kabur,

2) Lemahnya kemampuan masyarakat dalam membantu dana pendidikan, (3)

ﬁdahnya daya dukung dan fasilitas pendidikan yang ada, (4) Kurangnya

ckaan pemerintah tentang pentingnya program PAUD.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk dapat menggalang dana sepe
w@é}ak orang tua warga belajar untuk turut serta membantu dana pend:dikan,

melakukan sosialisast kepada pemerintah, tokoh masyarakat/pendidikan, dinas

keschatan, pus

namtm hasilnya belum sesuai de ay rapkan

mencapai t pkan, salah satu

Bermain yang ada di Tange: didirikan degan




kerja sama berbagai pihak mulai dari pendiriannya, sampai proses pelaksanaan
pendidikan, Dengan tergalangnya dana mereka dapat memfasilitasi sarana dan

prasarana pendidikan, membantu honor guru, dan menyediakan prograni ekstra

bagi anak didiknya. Daluy a_dengan terorganisir

dan mempunyai sirub

didik mereka semakin hai

seorang g an an bahwa anak didik mereka Bar galami

kemaju rubahan, dapat mengikuti pelajaran dengan baik, bisa *
P ' /

© Dari hasil grand tour di Kelompok Bermain SKB Siantar dapat

mati antara lain :

Pengelola program belum mampu memberdayskan sumber daya yang ada

organisasi Kelompok Bermai,

Sangat minimnya bantuan / sumbangan dari orang tua warga belajar dalam

> untuk membantu pengelolaan pendidikan, U
> T o tampak keteriibatan masyarakat diluar lembaga dalam strukiur :

menunjang terlaksananya pendidikan.

wxadiwn orang tua pada setiap pertemuan yang telah direncanakan sanga&
sedikit,

ajar dan sarana permainan belum sesuai de yang
aik dari segi j 1 Keaman gan.

sesvai dengan apa yane dil




Partisipasi pemerinih  maupun  masyarakat  daiam memajukan  program

Kelompok Bermain sang:t minim.

Ada beberapa hal yang hal_ini tidak segera diatasi

lenggaran puuiulgl.:k dNJaE Glmcdp lujuan

atan Kualitas pendidikan tidak tercapai. 6@

tersedianya tambahan biaya pendidikan.

Adapun alasan penulis ingin melakukan penelitian di Kelompok Bermain
3 Siantar adalah (1) Upaya perbaikan muty pendidikan h:lrns dimulai pada

ai usia dini. { 2 ) SK13 d.}p.:l memberdayakan masyarakat dengan membentuk

> Komite PLS sehlngg.‘a terlaksana pendidikan yang menunjang program Kelompok

Bermain dalam semua aspek baik ~pendidikan, keschatan, maupun  dalam U

1
zmenmaka{kan taraf hidup orang tua anak didik dengan membekali mereka

keterampilan hidup.

9 Fokus Masalah
8 Berdasarkan latar hc!akang: yang telah diuraikan diatas, PAUD yar&

berada pada jalur pendidikan non formal yang dikelola oleh SKB Siantar dalam

bentuk Kelon

ermain - memerlukan adanya

ialkahenbl

jang disest

Maka yang menjadi 1 adalah bagaimana




pelakasanaan Manajemen Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Kelompok

Bermain di SKB Siantar .

C. Pertanyaan Penelitian

fokus masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan

Semen pem!crcE VG ukan di

n SKB Siantar ?

agaimana keterkaitan nemberdayaan masyarakat dengan peningkatan mﬂ
pendidikan di Kelompok Bermain SKB Siantar ?
! Tujuan Penelman

> Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian i 1n| bertujuan :
Ry )

. Untuk meagetahui  pelaksanuan manajemen pemberdayaan masyarakat di UI

Kelompok Bermain SKB Siantar

2. Untuk mengetahui '-]T.lfl}.l_u_::pendidika’i:l--:]_('elo_ﬂipnk B_g_r_main--.S_rKB-fS‘faﬁt'ar.
> Untuk mcngetahu’f

keterkaitan antara pemberdayaan masyarakat dengan

peningkatan mutu pendidikan di Kelompok Bermain SKB Siantar.
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E. Manfaat Penclitian

Hasil o ini dlhampkdn dapat burmaiiﬂéQtls dan




a. Hasll penclitian i diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam
pengembangan manajemen pada program Pendidikan Anak Usia Dini

Khususnya Kelompal Bermain di SKB.

pperkembangan lmu
dministiasi pendidikan pada umumnya dan ilmu administrasi
andidkan | scksda khN.E
F is :p

A bahan masukan bagi SKB  dalam penycelenggaraan

Gés%

ogram lainnya untuk meningkatkan muu  melalui pel

Q manajemen  pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan

masyarakat setempat.

b. Umui:c_ lebih meningkatkan pelayanan Ir.-nlbaga-lembaga penyelenggara m
> PA U.D dalani rangka peningkatan mutu pendidikan.

LIPS Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar untuk tetap memperhatikan dan U |
z membaritu penyelenggaraan program PAUD agar berjalan _&en_gan efektif b -.

dan efisien .

F@san Istilah 8

Batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah -

Manajemen’  Pemberdayaan Masyarakat  adalah  su

pengkoor dan pengintegrasian sumber da)ﬁara
penyelenggaraan ndi‘n sceara holistik untuk

tercapainya tujuan pendi
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2. Kelompok Bermain, adalah wadah pembinaan usaha kesejahteraan anak
dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan

prasekolah bagi anak usia sekurang- urangnya tiga tahun sampai memasuki

pendidikan dasar.

3. Sanggar Belajar ( SKB ) adalah Unit Pelaksana Tel nis Daerah

o [ €5
pelaksanaan program pen

ijaksanaan teknis Direktur Jendral Pendidikan I

idikan Luar Sekol:

kan Anak Usia Dini , adalah pendidikan yang diselenggarakan se

a pembinaan dan pengembangan anak sejak lahir sampai berusia enam

ahun , dilaksanakan melalui Kelompok Bermain, Taman Pendidikan Anak

-E S:
2 <
8 | - &
Nime®
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